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BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 
NOMOR  9  TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LEBAK, 

 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lebak bersama Bupati Lebak 
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 
Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur 

Banten Nomor : 188.342/Kep.563-Huk/2015 tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 

Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lebak 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 
 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
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Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan    Propinsi    Banten   ( Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);  

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
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Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 540); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 

15); 
 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak  Nomor  3 Tahun  
2014  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Nomor 20143); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 
tentang  Retribusi Jasa  Usaha  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana 
telah   diubah   dengan  Peraturan   Daerah   Kabupaten 
Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1); 

 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas  Peraturan 
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebak Tahun 2012 Nomor 9); 

 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20145); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 

 
dan 

 
BUPATI LEBAK 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah Rp.   2.432.689.731.115    
b. Belanja Daerah Rp.   2.449.589.146.735 (-)       

 (Defisit)              Rp. (16.899.415.620) 
 

c. Pembiayaan Daerah  
 Penerimaan Rp.          60.194.704.480                       
 Pengeluaran Rp.          14.150.000.000 (-) 

 Pembiayaan Netto                 Rp.  46.044.704.480 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 29.145.288.860                    

- 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.           264.865.750.179 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.        1.847.483.360.320 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  

    sejumlah Rp.           320.340.620.616 
 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.             47.477.100.000 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.             13.023.319.540 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
      dipisahkan     Rp.               1.763.830.639 

d.   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
  sejumlah Rp.           202.601.500.000 
 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis Pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/  
   Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.              58.749.230.000 
b.  Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.         1.100.336.786.000 
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c.  Dana Alokasi Khusus sejumlah  Rp.            688.397.344.320 
 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah sejumlah Rp.                                   0 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  

      Dan Pemda Lainnya sejumlah Rp.             71.008.726.616 
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

  sejumlah Rp.           249.331.894.000      
d.  Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kab/  
     Kota/lainnya sejumlah Rp.                                    0 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.        1.584.047.641.840 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.           865.541.504.895  
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.        1.199.170.164.000 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.                      - 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.                      - 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.             34.366.747.000 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.               7.800.000.000 
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/ 

      Kota dan Pemerintahan Desa Rp.                6.051.000.000 
g. Belanja Bantuan Keuangan  Rp.         332.554.567.984 

 i.   Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.                4.105.162.856 

 
 
(3) Belanja Langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja:                                                     
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.             31.804.009.500   

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa  
 sejumlah                                                   Rp.           457.913.024.865 
c. Belanja Modal sejumlah Rp.            375.824.470.530 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah  Rp.   60.194.704.480             

b. Pengeluaran sejumlah  Rp.   14.150.000.000          
 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan: 
a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya  

      sejumlah  Rp.   60.194.704.480 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah  Rp.                      - 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang  
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      Dipisahkan sejumlah  Rp.                      - 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.                      -  
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

      sejumlah  Rp.                      - 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah  Rp.                      - 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah  Rp.                        - 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  
      Daerah sejumlah Rp.    14.150.000.000 

c.  Pembayaran Pokok Utang sejumlah  Rp.                        - 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah  Rp.                 - 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Ringkasan APBD; 
b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV  : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI  : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 
h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap; 

j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset 
lainnya; 

k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 

l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan 
m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6  
 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

Pasal 7 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. 

 
Ditetapkan di   Rangkasbitung 
pada tanggal 22 Desember 2015   

 
BUPATI LEBAK, 

 
 
 

 
ITI OCTAVIA JAYABAYA 

Diundangkan di Rangkasbitung 

pada tanggal  22 Desember 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 
 
                       

                          
 

                    DEDE JAELANI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 9 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : 
(9/2015) 

 


